
   

 

 
 

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT 
PROVINSI JAWA BARAT 

 

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  KABUPATEN GARUT                            

                               NOMOR :  171/KEP. 12 –DPRD  TAHUN 2020 

 

  TENTANG 

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT 
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH                       
KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2020 

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT, 
 

Menimbang  :  a. bahwa dengan telah disampaikannnya Nota Pengantar Bupati 
Garut pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 28 September 
2020, tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020, untuk dilakukan pembahasan dan 

mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Garut;  

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan 
pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Garut dan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut 
melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tentang 
Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Garut terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Garut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2020. 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 



 

 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049);  

9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 4028 )  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 



 

 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tebtang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan  

Keuangan Kepada Partai Politik   (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai  Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6177); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);` 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2011 tentang 

Pinjaman daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5219); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan  Lembaran Negara republic Indonesia 
Nomor 5272); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

 

 



 

 

 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2104 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016  tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5694); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 
6041); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Negara 
Republik Indonesia Nomor 6057); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

28. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia nomor 6323); 

29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 465); 



 

 

 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 
Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, 

dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi 

Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 547; 

34. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  38  Tahun  

2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2014 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 3); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut 

(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Daerah Tahun 

Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 
2019 Nomor 15); 

38. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut 
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Garut ( Berita Daerah Kabupaten 
Garut Tahun 2018 Nomor 71). 

Memperhatikan :  1. Nota Pengantar Bupati Garut tanggal 28 September 2020 

tentang Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten Garut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2020   

   2. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi tanggal 29 September 

2020 

   3. Jawaban Bupati Garut tanggal 30 September 2020 

   4.  Pendapat/Kata Akhir Fraksi-Fraksi tanggal 30 September 

2020 

 

 

 



 

 

 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN GARUT TENTANG PERSETUJUAN DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP RANCANGAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

KESATU     :   Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan 

Daerah setelah dilakukan perubahan dan perbaikan-
perbaikan yang penetapannya diserahkan kepada Bupati 

Garut; 

KEDUA : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum 

KESATU, sepenuhnya terdapat pada Peraturan Daerah 
tentang Perubahan  Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2020 berikut 
lampirannya; 

KETIGA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020. 

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 Ditetapkan di Garut 
 pada tanggal 

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN GARUT 

 

 

EUIS IDA WARTIAH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

RANCANGAN 

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  KABUPATEN GARUT                            

                               NOMOR :  masih kosong 

 

  TENTANG 

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT 
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH                                     
TAHUN ANGGARAN 2020 

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT, 

Menimbang  :  a. Dan seterusnya; 

Mengingat  :  1. Dan seterusnya; 

Memperhatikan : 1. Dan seterusnya. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN GARUT TENTANG PERSETUJUAN DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP RANCANGAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020. 

KESATU     :   Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Garut Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah setelah 

dilakukan perubahan dan perbaikan-perbaikan yang penetapannya 
diserahkan kepada Bupati Garut; 

KEDUA : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum 
KESATU, sepenuhnya terdapat pada Peraturan Daerah tentang 

Perubahan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Garut Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya; 

KETIGA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. 

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 Ditetapkan di Garut 

 pada tanggal masih kosong 

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN GARUT 

Belum menandatangani 

EUIS IDA WARTIAH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


